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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah otonom yang dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten 

Temanggung di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini mempunyai kekayaan potensi sumber daya 

alam yang besar dan potensi unggulan yang bersifat spesifik serta bernilai kompetitif, sehingga 

mempunyai potensi untuk berkembang pesat. Namun demikian, hingga saat ini, pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Temanggung masih belum optimal, kondisi infrastruktur masih terbatas, oleh 

karena itu perlu dilakukan pembangunan untuk mendukung kemajuan kabupaten ini. Proses 

pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung seyogyanya 

dapat memberikan kondisi yang positif di berbagai segi kehidupan masyarakat, yang diwujudkan 

dalam pembangunan perekonomian wilayah Kabupaten Temanggung. Untuk mengantisipasi 

terjadinya degradasi sumberdaya alam, pembangunan yang dilaksanakan perlu berpijak pada 

pembangunan yang berwawasan lingkungan yang perlu terus-menerus menjadi perhatian.  

Melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, kebijakan lingkungan dirumuskan dan diimplementasikan. Pada pasal (15) 

disebutkan, instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk 

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi 

dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Disamping 

itu diamanatkan bahwa KLHS sebagaimana dimaksud wajib diintegrasikan ke dalam penyusunan 

atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota, termasuk memaduserasikan Kebijakan, Rencana, dan/ 

atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau resiko  lingkungan hidup, fungsi 

dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di  kabupaten/ kota.  

Dengan demikian, sebagai daerah yang pada saat ini sedang menyusun Rancangan 

RPJMD Kabupaten Temanggung, Pemerintah Kabupaten Temanggung wajib melaksanakan KLHS 

RPJMD yang sedang disusun. KLHS ini dilakukan pada tahap awal dari proses penyusunan 

rancangan RPJMD sehingga dapat diprakirakan dampak negatif terhadap lingkungan apabila 

Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) dilaksanakan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 

pada Tahun Anggaran 2018 ini, Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Lingkungan 

Hidup (DLH) Kabupaten Temanggung melaksanakan kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Temanggung. 
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1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran  

Maksud dari pelaksanaan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS RPJMD 

Kabupaten Temanggung yaitu untuk mengarahkan agar dalam penyusunan RPJMD tidak terdapat 

pengaruh negatif terhadap lingkungan serta keberlanjutannya dipertimbangkan dalam kebijakan, 

rencana dan program (KRP) yang akan dilaksanakan.  

Hal tersebut bertujuan agar dalam pengambilan keputusan tetap berorientasi pada 

keberlanjutan lingkungan hidup. Sementara sasaran yang ingin dicapai adalah tersusunnya kajian 

pengaruh Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) RPJMD Kabupaten Temanggung berdasarkan 

isu strategis Pembangunan Berkelanjutan.  

 

1.3. Dasar Hukum Utama 

Sebagai dasar dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) RPJMD Kabupaten 

Temanggung Tahun 2018 – 2023, maka dasar hukum utama yang digunakan sebagai acuan yaitu 

: 

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup; 

b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis; 

d. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB); 

e. PermenLHK Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis; dan 

f. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah. 

 

1.4. Metode Penyusunan KLHS   

1.4.1. Pendekatan Penyusunan KLHS 

1. Pendekatan Penyusunan KLHS mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi :  

a. Pasal 14 : salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan; 

b. Pasal 15  pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyusun KLHS, 

mekanisme KLHS; 

c. Pasal 16  muatan kajian KLHS; 
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d. Pasal 17  hasil KLHS dasar untuk KRP, wajib memperbaiki KRP, segala 

usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung 

dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan 

lagi; 

e. Pasal 18  melibatkan pemangku kepentingan; 

f. Pasal 19  setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan 

pada KLHS. 

 

 

Sumber : Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 

Gambar 1.1. Pendekatan Penyusunan KLHS 
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2. Tata Cara Penyelenggaraan KLHS berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 : 

 

Identifikasi dan perumusan isu PB (PS 8) 

Isu PB yang paling strategis (PS 8) 

Isu PB prioritas (PS 9) 

Identifikasi materi muatan KRP yang 

berpotensi menimbulkan pengaruh pada LH 

(PS 10) 

Analisis pengaruh hasil isu PB prioritas dengan 

materi muatan KRP (PS 11) 

Kajian Muatan KLHS : (PS 13) 

Rumusan alternatif (PS 14) 

Penyusunan rekomendasi (PS 16) 

Penjaminan Kualitas (PS 19) 

Pendokumentasian (PS 23)  

Validasi (PS 25 – 27)  

Didapat dari Konsultasi Publik dg Para 

Pemangku Kebijakan 

Hasil No. 1, ditelaah dg pisau analisis Ps 9 ayat 

(1) 

Hasil No. 2, ditelaah dg pisau analisis Ps 9 ayat 

(2) 

Identifikasi semua materi KRP, ditelaah dg 

pisau analisis Ps 3 ayat (2) atau Penjelasan Ps 

15 UU 32/09 

Analisis pengaruh hasil No 3 dg hasil No 4 

Kajian DDDT, JE, SDA, PI, Kehati, Resiko 

Dampak LH 

Perubahan :Tujuan, Strategi pencapaian, 

ukuran/skala, lokasi, proses/metode, 

penundaan, rambu mempertahankan 

ekosistem, mitigasi 

Perbaikan KRP, Keg/usaha yang telah 

melampaui DDDT tidak boleh lagi 

Oleh penyusun KRP 

 
Sumber : Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 

Gambar 1.2. Tata Cara Penyelenggaraan KLHS  
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 RTRW RZWP3K RPJP/M KRP KRP masyarakat 

 

1. Identifikasi isu PB 

2. Isu PB yang paling 

strategis 

3. Isu PB prioritas 

 

4. Identifikasi materi 

KRP 

Materi muatan KRP 

yang berdampak 

5. Analisis pengaruh 

 DDDT RESIKO JE SDA KEHATI PI 

Rumusan 

Alternatif 

Rekomen

dasi 

perbaikan 

Penjami

nan 

kualitas 

Pendokum

entasiian  

validasi 

Konsultasi Publik 

 

Sumber : Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 

Gambar 1.3. Tata Cara Penyelenggaraan KLHS Rinci 

 

1.4.2. Tahap  Persiapan Dalam Penyusunan KLHS 

Dalam tahap persiapan, diawali dengan membentuk tim penyusun KLHS atau Kelompok 

Kerja KLHS, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut : 

a. Ketua dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup; 

b. Wakil Ketua yang dijabat oleh (kebalikan dari Ketua); 

c. Sekretaris yang berasal dari Kepala Bidang pada Perangkat Daerah bidang: 

1) Perencanaan Pemda; 

2) Penataan ruang; dan 

3) Kelautan.  

d. Anggota yang berasal dari  Unsur perangkat Daerah Provinsi terkait sesuai dengan 

KRP yang disusun atau di evaluasi. Dan dalam hal iniada;ah Provinsi Jawa Tengah. 

e. Dapat didampingi oleh tenaga ahli yang memiliki standar kompetensi sesuai dengan 

jenis.  
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1.4.3. Langkah-langkah Dalam Penyusunan KLHS 

1. Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program terhadap Kondisi 

Lingkungan Hidup, melalui : 

a. Melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan 

Pasal 7 – 9: Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan; 

 

Pasal 8: Isu Pembangunan Berkelanjutan Yang Paling Strategis; 

Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan yang paling stategis dilakukan dengan cara menelaah 

hasil isu Pembangunan Berkelanjutan dengan mempertimbangkan usur-unsur. 

 

 

 

Melalui konsultasi publik, disepakati isu yang akan diambil menjadi Isu 
Pembangunan Berkelanjutan (PB) yang paling strategis dengan 

mempertimbangkan hasil telaahan tersebut 



 
 

 

  
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RPJMD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018 - 

2023 
I-7 

 

Pasal 9: Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas 

Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan prioritas dilakukan dengan cara menelaah hasil isu 

Pembangunan Berkelanjutan (PB) dengan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut : 
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b. Melaksanakan identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang 

berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup 

Pasal 10 – 11: Identifikasi KRP yang berdampak, ditapis dengan cara: 

(Penjelasan pasal 15 UU no. 32/ 2009) 

 

 

 

c. Menganalisis pengaruh hasil identifikasi dan perumusan 

Pasal 12: Analisis Pengaruh  
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Pasal 13: Muatan Kajian 

Analisis pengaruh, paling sedikit memuat kajian tentang : 
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2. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, 

dan/atau Program 
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1.4.4. Kualitas KLHS 

Penjaminan Kualitas KLHS 

 

 

Penjamin Kualitas 
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1.4.5. Validasi KLHS 

Pasal 26 : Penyusun KRP mengajukan permohonan validasi KLHS secara tertulis kepada Menteri 

LHK, dengan melampirkan:  

a. rancangan KRP;  

b. laporan KLHS; dan  

c. bukti pemenuhan standar kompetensi Penyusun KLHS  

 

Persetujuan validasi KLHS, paling sedikit memuat:  

a. kesesuaian hasil KLHS dengan penjaminan kualitas;  

b. rekomendasi  

 

Validasi KLHS dapat dilaksanakan bertahap: 

 

Kelengkapan Permohonan Validasi 

Bertahap:  

1. Surat Permohonan 

2. Rancangan KRP 

3. Laporan KLHS sampai dengan tahap pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi 

Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan dan 

4. Bukti pemenuhan standar kompetensi penyusun KLHS 

Tahap akhir: 

1. Surat Permohonan 

2. Rancangan KRP 

3. Laporan KLHS sampai dengan tahap penjaminan kualitas KLHS; dan 

4. Bukti pemenuhan standar kompetensi penyusun KLHS. 
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Standar Kompetensi KLHS 

 

Tata Cara Validasi 

Permohonan validasi KLHS diajukan oleh:  

• Menteri/Kepala lembaga nonkementerian penyusun KRP kepada Menteri LHK;  

• Gubernur kepada Menteri LHK;  

• Bupati/Walikota kepada Gubernur.  

 

 

Proses Validasi 
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1.5. Sistematika Pelaporan 

Sistematika penulisan laporan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

(KLHS) RPJMD Kabupaten Temanggung meliputi : 

Bab I  Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, dasar 

hukum, keluaran, dan sistematika pelaporan. 

 

Bab II  Profil Wilayah Kajian  

Berisi tentang gambaran umum, karakteristik fisik dasar, dan kependudukan, 

dan lainnya. 

 

Bab III  Identifikasi Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) 

Berisi tentang Kebijakan, Rencana dan Program Rancangan RPJMD Kabupaten 

Temanggung yang akan dikaji dampaknya terhadap kondisi lingkungan hidup. 

 

Bab IV  Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/ Atau Program 

Berisi tentang penjelasan hasil dari pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana 

dan/atau Program Rancangan RPJMD Kabupaten Temanggung. 

 

Bab V  Perumusan Alternatif dan Rekomendasi Penyempurnaan Kebijakan, 

Rencana, dan/atau Program 

Berisi tentang Perumusan Alternatif dan Rekomendasi Penyempurnaan 

Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Rancangan RPJMD Kabupaten 

Temanggung.   
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